BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dualitas Akad Nikah Bagi

Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Maqasid al-Syari‘ah (Studi Kasus di

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Tengah), maka dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik dan Konstruksi Dualitas Akad Nikah di KUA Kecamatan
Lebong Tengah Praktik dualitas akad nikah bagi anak perempuan yang
lahir di luar pernikahan yang sah di KUA Kecamatan Lebong Tengah
diimplementasikan melalui dua tahapan linier tanpa saling
membatalkan. Tahap pertama merupakan akad yuridis-formal yang
dipimpin oleh PPN/Penghulu dengan menggunakan Wali Hakim
sebagai pemegang otoritas legal, sesuai dengan mandat UU No. 1
Tahun 1974, UU No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam
(KHI). Tahap kedua merupakan akad sosio-kultural (seremonial) yang
dilaksanakan segera setelah akad pertama selesai, di mana ayah
biologis bertindak sebagai wali simbolis. Akad kedua ini dilakukan
murni sebagai bentuk formalitas sosial dan manifestasi tanggung jawab
moral-teologis ayah biologis tanpa mengubah atau membatalkan
seluruh berkas pencatatan nikah negara yang tetap sah merujuk pada

akad pertama (Wali Hakim).
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2. Tinjauan magasid al-syari‘ah terhadap dualitas akad nikah bagi anak
luar nikah menunjukkan bahwa Kebijakan adaptif yang diambil oleh
pihak KUA Kecamatan Lebong Tengah dalam memfasilitasi dualitas
akad ini didasari oleh faktor interdisipliner yang selaras dengan prinsip
Maqasid al-Syari ‘ah, yang membedah kemaslahatan melalui tiga pilar
utama: (1) Faktor Teologis dan Legalitas (Hifz al-Din dan Hifz al-
Nasl): KUA bersikap rigid dan patuh pada teks hukum syariat dengan
memastikan bahwa rukun pernikahan tetap terpenuhi secara sah
melalui akad pertama yang menggunakan Wali Hakim. Langkah ini
diambil agar pernikahan terhindar dari cacat hukum syar'i (fasid) yang
merusak esensi ibadah (Hifz al-Din). Secara linier, penggunaan Wali
Hakim pada akad formal yang tercatat di negara ini juga berfungsi
sebagai upaya absolut untuk memelihara kemurnian keturunan (Hifz
al-Nasl). Dengan pencatatan yang benar, negara memberikan kepastian
hukum mengenai status nasab anak di masa depan, serta mencegah
terjadinya kerancuan hak perdata (seperti kewarisan dan hak
perwalian) pada generasi-generasi berikutnya. (2) Faktor Sosiologis
(Hifz al-‘Ird): Akomodasi terhadap akad kedua (simbolis
menggunakan ayah biologis) didasari oleh upaya nyata untuk
melindungi kehormatan dan harga diri manusia (Hifz al- ‘Ird). Langkah
ini diambil untuk meminimalisir stigma negatif (aib) dan pengucilan
sosial dari masyarakat lokal yang belum sepenuhnya memahami

konstruksi hukum wali hakim bagi anak luar nikah. Melalui akad

111



kedua ini, keharmonisan dan psikososial keluarga tetap terjaga dengan
baik.(3) Faktor Multidisiplin (Maslahah Mursalah): Praktik ini
merupakan bentuk integrasi dinamis antara kepatuhan hukum positif-
fikih (aspek hukum), kepastian perlindungan garis keturunan (aspek
biologi-nasab), pemenuhan ketenangan jiwa keluarga (aspek
psikologi), dan mitigasi konflik sanksi sosial (aspek sosiologi).
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis
memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Urusan Agama, diharapkan dapat terus memberikan
pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai ketentuan
hukum perkawinan dalam Islam dan hukum positif di Indonesia,
khususnya terkait status nasab anak luar nikah dan penggunaan wali
hakim dalam akad nikah, agar masyarakat memiliki pemahaman yang
benar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam praktik
keagamaan.

2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, diharapkan dapat berperan
aktif dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat mengenai
pentingnya menjaga ketentuan syariat sekaligus memperkuat nilai
tanggung jawab keluarga terhadap anak, sehingga praktik-praktik
sosial yang berkembang tetap berada dalam koridor ajaran Islam.

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami bahwa pencatatan

perkawinan yang sah adalah akad nikah yang dilaksanakan sesuai
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dengan ketentuan hukum negara dan syariat, sehingga praktik simbolik
yang berkembang di masyarakat hendaknya tidak dipahami sebagai
akad nikah yang memiliki kekuatan hukum formal.

. Bagi ayah biologis, diharapkan dapat menunjukkan tanggung jawab
moral dan sosial terhadap anak yang dilahirkan, baik dalam bentuk
pengakuan, perlindungan, maupun dukungan terhadap kehidupan anak
di masa depan.

. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini masih memiliki
keterbatasan dalam ruang lingkup wilayah penelitian, sehingga
diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih luas, baik
secara komparatif antar daerah maupun dengan pendekatan hukum
Islam yang lebih mendalam, guna memperoleh gambaran yang lebih

komprehensif mengenai praktik dualitas akad nikah di masyarakat.
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